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ABSTRAK

Adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
terjadi di Kota Padang setiap tahunnya, Pemerintah Kota Padang telah
mengeluarkan Peraturan Walikota Padang No 74 Tahun 2016 tentang tugas pokok
DP3AP2KB Kota Padang, salah satunya memberikan pelayanan terhadap kasus
kekerasan sehingga menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam
mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.
Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan yaitu strategi pemerintahan yang
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ABSTRACT

There is an increase of violence against women and children that occur in
Padang City every year, the Padang City government has issued Padang Mayor
Regulation No. 74 of 2016 concerning the main taks of DP3AP2KB Padang City,
one of which is to provide service to cases of violence against women and
children, making thid research aims to describe and explain the strategies carried
out by the Padang City goverments |n .overcomlng cases of violence against

: , . Mulgan’s theory,

activities 1s very small, not¥e
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik

masih mgjadi sebuah taqtangan Yahd 'tléi!’«dﬂtafppj,q';ngg; Galini

masih r prinsip
kesetara an pada
Undang- laki dan

n 2020,

Menurut
erasan terhadap. Pere

dalam Catatan ..:I'ahh'na

pada tahun 2022 sebanyak 475.895 pengaduan, dari total tersebut 339.782

diantaranya merupakan pengaduan yang berasal dari kekerasan berbasis gender

(KBG). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengaduan ke Komnas HAM yang

1 Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2021, Pembangunan manusia
berbasis gender, him. 16-17.



sebelumnya berjumlah 4322 pengaduan kemudian bertambah menjadi 4371

pengaduan, 3442 pengaduan dari total tersebut merupakan pengaduan KBG. 2

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan

dibagi menjadi 3 ranah yaitu:

a. Kekerasan yang terjadi di ranah-personal yaitu terdapat 2098 Kkasus.

b. . Bentuk
C. , dengan

3
lembaga
selain K s. Kasus
pada ra lembaga
pelayan ebanyak
1634 ka onal dan

publik ad

sih cukup
tinggi, hal tersebut dibuktika 3 #1151 Sumatera Barat menduduki

peringkat ke-10 dengan kasus kekerasan berbasis gender terbanyak di Indonesia

dengan peringkat pertama diduduki oleh Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur

2 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2023, Lembar Fakta Catatan Tahunan
Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara.
him. 6-7.

% Ibid., him. 8



menduduki peringkat kedua dan peringkat ketiga diduduki oleh Jawa Tengah 4
Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat
Pada Tahun 2019,2020,2021 dan 2022

No Kabupaten / Kota Kekerasan Terhadap Perempuan
2019 2020 2021 2022
1 Kabupaten Kepulauan =3 -
Mentawai,

-:hIIAh,w

© 00 N OO O A W DN

Kabupaten Dhamasraya
Kabupaten Pasama

Sumber : Padang diakses melalui link
https://sumbar.bps.go. |d/|nd|cator/34/605/1/|umlah kasus-kekerasan-pada-anak-
dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.ntml  pukul
19.52 WIB Tanggal 13 Desember 2023

4 Tribunnews.com, Hari Perempuan Sedunia 10 Provinsi Punya Kasus Kekerasan Pada
Perempuan Terbanyak di Indonesia, Diakses tanggal 13 Desember 2023 pukul 20:10 WIB dari
berita online tribunnews.comhttps://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-
sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia



https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html
https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html
https://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia
https://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan
terhadap perempuan di Kota Padang cukup tinggi karena Kota Padang termasuk
ke dalam lima besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus
kekerasan terhadap perempuan terbanyak. Pada tahun 2019 Kota Padang
menduduki peringkat ke lima kemudian naik pada tahun 2020 menjadi peringkat

ketiga dan naik ken|1ball pelqlf; ng_}yql_lzqzﬁl_q_a-rlullz_azli per| gkat ke dua dengan

kasus ke ke j ' atera B

data Sl - i e SErte g ada di

masing-fidsing Kabupaten dan Kota.

Provinsi Sumatera Barat

692 203 535
Jumlah Kasus Korban Laki-laki Korban Perempuan

Jumlah Kasus per Kab / Kota
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Gambar 1.1

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Sumatera Barat beserta
Kabupaten / Kota Tahun 2023 Menurut SIMFONI-PPA

N

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) diakses
melalui link https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ pukul 21:19 WIB Tanggal 19 Oktober 2023



https://kekerasan.kemenpppa.go.id/

Merujuk pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kasus kekekerasan terhadap
perempuan di Sumatera Barat sebanyak 692 kasus dan 535 diantaranya

merupakan korban perempuan dan anak perempuan. Kota Padang menduduki

urutan ke-empat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat.

: "i.y.a"" qwhhjhc!{ k.*)tlp!dzon_.ﬂéﬂqgl}ﬁl Hagaisk ckerasan

sebagai berikut:

Kafiupliton Hesi

2

3  Kabupaten Solok 38 43
4  Kabupaten Sijunjung 11 30 24 17
5 Kabupaten Tanah Datar 36 27 34 34
6 Kabupaten Padang 24 21 15 5

Pariaman

7  Kabupaten Agam 37 33 50 40
8 Kabupaten Lima Puluh Kota 27 43 62 43

9 Kabupaten Pasaman 6 2 4 20



No Kabupaten / Kota Kekerasan Terhadap Anak
2019 2020 2021 2022
10 Solok Selatan 4 9 14 14
11 Dhamasraya 21 15 62 62
12 Kabupaten Pasaman Barat 47 51 45 52
13 Kota Padang 34 69 89 49
14 Kota Solok 18 10 14 25

Kota Payakumbuh
Kota Pariaman

5 melalui

"n

oL
perempuan dan perlljnd

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di setiap
Kabupaten/Kota dengan tugas pokok untuk memberikan pelayanan terhadap kasus

kekerasan khususnya kekerasan kepada perempuan dan anak.


https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/

Penelitian tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini
bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, sebelumnya terdapat penelitian yang
berjudul kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kota Padang, penelitian ini berfokus pada kolaborasi
stakeholders dan tidak membahas tentang strategi yang telah dilakukan oleh

h.5 Selanwtnya Pleqelt_tﬁn,ylarlg _ﬁrjul?g"ll f.i'%n pus3

Pemerinta pelayanan terpadu

strategi
tersebut program
penanganc dda anaks ai P 022 (studi

pada unit pela'l'<sa'na te @puan dan ahak Provinsi

5 Mutiara Syani, 2020, Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak Di Kota Padang, Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang.

6 Emy Rosnawati, 2018, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan di Rumah Tangga, Jurnal Kosmik Hukum,Vol.18 No 1.

" Naomi, Narda. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2018



Lampung), peneliti ini menggunakan strategi program dari Kooten yang berfokus

pada program yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.®

Penelitian yang berjudul upaya dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan

anak di Kota Mataram, penelitian ini menggunakan teori dari Passalbessy dan

Dirk tengg s hanya

belum
kasus ke
dengan
menjadi li

"

" n
vELi LT="" —
Teori ini digunakarll 'yaltu pada organisasi

8 Jessica, Syahani. Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada
Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung Bandar lampung. 2023

® Wahyuningsi dkk, 2023, Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota
Mataram, Jurnal limiah Pendidikan Dasar, VVol.8 No 2.

10 Elvira dkk, 2023, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12 No 6



pembuat kebijakan pemerintah yang berguna sebagai sistem yang mengatur

kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi di Kota Padang adalah tingginya angka kekerasan

kekerasa

terakhir. di Kota

Padang p

11 Rakhman, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumbar Masih Tinggi Pelaku Sulit Diproses
Hukum, Diakses Tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 16:35 WIB dari Berita Online Merdeka
-https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-
pelaku-sulit-diproses-hukum.html



https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-pelaku-sulit-diproses-hukum.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-pelaku-sulit-diproses-hukum.html
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Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada
Tahun 2019, 2020, dan 2021

Kota Padang 2019 2020 2021 2022
Kekerasan pada Anak 39 Kasus 69 Kasus 89 Kasus 49 Kasus
Kekerasan pada Perempuan 16 Kasus 16 Kasus 31 Kasus 25 Kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

anak di

anak di K

kekerasan khususnya kekera

Strategi yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam
mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara marathon di 11 Kecamatan di

Kota Padang. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan yaitu sosialisasi



11

perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang dilaksanakan di aula kantor
Camat Pauh pada tanggal 23 Juni 2021 lalu. Sosialisasi ini diikuti oleh para utusan
kelurahan yang terdiri dari aktivis perlindungan anak, ketua LPM kelurahan,
Babinsa dan Bhabinkam, kepala lurah se kecamatan Pauh dengan narasumbernya
ketua DP3AP2KB Kota Padang yaitu Bapak Editiawaran. Tujuan utama dari

ini adalah unlcl,lLk qeq_r%ﬁ_k'? ".")jrrj]l.- aktif gmasyarakat dalam

sosialisasi

individu

ai, tidak

korban Kk
belum op pelayanan
yaitu terbe I 1, ¢ sehingga
layanan penar'ﬁpl!nga er 1kan, - d'a.'n terbatasnya

anggaran untuk kegiatan pelayana

12 Jurnalis Keliling. Pauh TV. Diakses pada tanggal 13 desember 2023 pukul 21:00 WIB. Jurnalis
Keliling: DP3AP2KB Kota Padang : Stop Kekerasan Pada Anak. Youtube.
https://youtu.be/ppyE_IWM5TI?si=017gckKFUGVx0jg-

13 Naomi, op.cit., him 180

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, 2021, Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Padang



https://youtu.be/ppyE_IWM5TI?si=0I7gckKFuGVxOjg-
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Sejalan dengan hal itu, teori strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh
Geoff Mulgan yang dibagi menjadi lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, arah,
aksi dan pembelajaran. Berdasarkan lima indikator tersebut terdapat dua indikator
yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Pertama Indikator

BAP2KB

kemana
internal { ya sarana

penduku
i 1i LT= '..-. -

Berdasarkan' urhi§ bahwa tingginya kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dikarenakan belum

optimalnya strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam

15 Desti dkk, 2023, Strategi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan di Kota Tanjung Pinang, him
186-188

6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, op.cit., him 64-67
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upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada upaya kuratif, pemerintah masih
memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan sarana pendukung dalam
melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
hal ini juga berkaitan dengan teori Geoff Mulgan pada indikator lingkungan,

sehingga untuk membuktikan asumsi tersebut peneliti akan melihat dan meninjau

kembali strategi apa saja dila leh pemegintah Kota Padang
| S RO S PRSI P

dalam ménpatasi kdeue-feeRErasan terhadap perempuatees.andk pada taffun 2020-

2022.

dasarkan permag

pemerintah Kota: Pada

dan anak pada tahun 2020-20
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat

diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan

“kontribusi dan kebaharuan dalam

bagi  peneliti IJ.?T':.?: E-l_sirltall .ﬂL":- _.'|."..|

strategi

nak
bahan
Padang

n anak.
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BAB I1

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali atas penelitian-penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya serta berkaitan dengan penelitian yang akan

S| TAS

diteliti gliffe e men

aka juga

Denulisan

liti serta

ggunakan! ‘metode = pemne pendekatan

"

eddukung keberhasilan

kolaborasi yang dikemukakan oleh Edward Deseve. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang

17 Mutiara, Syani. Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak Di Kota Padang. Skripsi Pada Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND
Padang. 2020
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telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari
adanya stuktur jaringan stakeholders yang setara dalam kewajiban, serta
saling percaya antar stakeholders dalam upaya preventif, kuratif dan

rehabilitatif.

Kedua, penelitian yang berjudul “ Kinerja Dinas Pemberdayaan

! péthirkdintaf Ahek"ergonbhitdi e

I-].

instansi

laran dan

awati yang
berjudul “Peran Puos oerdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga”'®.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk layanan yang dilakukan

8 Naomi, Narda. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2018

19 Emy Rosnawati, 2018, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan di Rumah Tangga, Jurnal Kosmik Hukum,Vol.18 No 1.
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oleh P2TP2A. Proses pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah
tangga dilakukan melalui laporan secara langsung, hotline, media massa
dan melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M). P2TP2A
dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya

pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan

ialisasi d luhan | upa dilaksanakan d
soslalisasi | f:’l ,'.Ip‘iril_yul_uﬁaq_rllt_)gg .-'?.e'r-)aﬁ. ria_?ﬁ. dilaksanakan dengan

Dalam
Provinsi
Daerah
pung)”
itian ini

Kooteen

menonjol ‘ialak e terdapat iffovasi untuk
mendukung keberhasil N penanganan korban kekerasan
pada anak dengan membentuk tim profesi yang terdiri dari pendamping

hukum, pendamping korban dan psikolog klinis.

20 Jessica, Syahani. Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada
Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung Bandar lampung. 2023
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Tabel 2. 1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

N0 Nama Peneliti dan Judul Tujuan Peqsllt@r‘-}!_:ul'l'_li:qo.ﬂn'-dlm. ot odo Hasil Penelitian
Penelitian U - LA
1 lI:/I:Jttl)arraiSyanl takehold Untuk Kolaborasi  stakeholders dalam
dZI:mO asmen atz:} € '?n de mendeskripsikan dan mengatasi tindak kekerasan
Kekerasan gatasi terr|1a d menganalisis  tentai terhadap perempuan dan anak di
perempuan dan anak di k stakeholders kota padang telah berjalan dengan
mengatasi cukup baik, hal tersebut dapat
ggggng kekerasan dilihat dari adanya stuktur jaringan
stakeholders yang setara dalam
kewajiban, serta saling percaya
antar stakeholders.

2 Naomi Narda Untuk Kuantitatif DP3AP2KB Kota Padang dalam

Kinerja dinas pemberdayaz
perempuan,  perlindunga
anak, pengendali
penduduk dan  keluarg
berencana (DP3AP2KE
Kota Padang
mengatasi

terhadap perempuan

mengatasi  kekerasan  terhadap
perempuan dan anak  belum
berjalan dengan baik, dikarenakan
beberapa faktor yaitu perlunya
peningkatan keahlian dan
kemampuan pegawai, perlunya
peningkatan  koordinasi dengan

mendeskripsikan -~ dan
MENQgana i

anak instansi terkait, perlunya
2018 peningkatan anggaran serta
peningkatan pengetahuan

masyarakat terkait kekerasan.
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Emy Rosnawati

3 Peran  Pusat  Pelavanan Untuk mengetahui Ane}li_gi-s Kualitatif Pelayanan yang dilakukan oleh
Terpadu Pember dgya peran P.?TPZQ Ijedfll 'Mla ajarhe I P2TP2A terhadap korban kekerasan
Perempuan  dan  And ge si.- KeKerasan egi i d{ilam rumah _ tangga dapat
(P2TP2A) dalam Mengata 2 dilakukan melalui laporan secara
Kekerasan Dalam RUMa Iangsur]g, hotline, media massa dan
Tangga m_eIaIU| P3M. Upaya Yyang
2018 dilakukan P2TP2A dalam

mengatasi kekerasan dalam rumah
tangga melalui upaya pencegahan,
penanganan dan pemulihan.

4 Jessica Syahani Untuk : ! i Program yang paling menonjol di

Strategi pemerintah dala
program penanganan korbz
kekerasan pada anak
provinsi Lampung tah
2022 (studi pada u
pelaksana teknis daers
perlindungan perempuan d
anak (UPTD PPA) Provi
Lampung)
2023

strategi pe UPTD PP Provinsi Lampung
dalam : adalah pelaksanaan program yang
penanganan  korban inovasi untuk mendukung
kekerasan pada anak keberhasilan dari program
di Provinsi Lampung penanganan korban kekerasan pada
anak dengan membentuk tim
profesi

Sumber : diolah peneliti
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini fokus
kajiannya ialah strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana strategi pemerintah Kota

Padang dalam menpata3| IﬁsuF #dé-eﬁs-@l."'-t @31&. ere

mpgan dan anak pada

Dinas Pemberdayaan Pe

dan Keluarga Be

L strategi

cekerasan

Okd&i penelitian

Pl

yang dilakukan oleh Emy F P2A Sidoarjo dan penelitian
yang dilakukan oleh Jessica Syahani berada di UPTD PPA Provinsi Lampung.
Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian peneliti adalah Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Padang.
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Teori yang digunakan oleh Mutiara Syani, Naomi Narda, Emy Rosnawati
dan Jessica Syahani juga berbeda dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti
menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan. Dalam teori ini
strategi pemerintahan dibagi menjadi lima indikator yaitu tujuan (purpose),

lingkungan (environments), arah (directions), aksi/tindakan (action), pembelajaran

(learnings). Perbed;xzillnI '}frﬁbtl_f ‘?&arl?iiqaﬂm -]3 (ija_l'll

rl il penelitian yang

A

Strategi Pemerintahan

strategi
sasi, dan
kan suatu
sehingga

"

" n
tercapainya tujuanI Ber térsebut Assaury dalam
Nazulul mengartikan bahwa strategi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran
kinerja organisasi jangka panjang.?? Dari pengertian di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa strategi adalah cara bertindak untuk mencapai tujuan bersama

21 George Steinner, Jhon Minner, 2002, Manajemen Stratejik, Jakarta: Erlangga, him 20

22 Nazulul dkk, 2023, Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas
pemberdayaan perempuan , perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di
Kota Banda aceh, him 4
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tang telah direncanakan bersama. Strategi menjadi faktor penentu utama dalam

keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

Penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan menurut Geoff
Mulgan. Strategi ini diperuntukkan untuk organisasi pembuat kebijakan

(Pemerintah) yang berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan dan sumber

daya yagg._ada Wft. qumi{gél "plldlui_'l(l?.&.rfﬂq_l]}ali?) JI'E@ jdan untuk

lembaga
apkan.
iliki oleh
Dari pernyataan tersepu pulkan bahwa tujuan terwujud

dengan adanya misi serta kemampuan untuk menerapkannya dengan baik.

28 Geoff, Mulgan. 2009. The Art of Publik Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The
Common Good. Oxford University Press. Halaman 45
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b. Lingkungan (environments)

Indikator ini menegaskan terhadap hal dimana serta kemana sasaran
ingin di capai. Untuk melihat lingkungan tersebut, perlu memperhatikan
beberapa faktor yaitu:

- Faktor internal, segala sesuatu yang berasal dari dalam suatu

rhadap

orgaqlsa3| yla{\gl_qemlhlc _;.Ln'(_a qla._&h tﬁ _|'I.

jalannya kegiatan

ganisasi
Beberapa eksternal
adalah fak | [ afi.
C. A
pa tujuan
dan arahan.
unt asi dan
kom

bemangku

bersama.

Koordinasi yang poleh bertentangan atau saling
menganggu satu sama lain. Hal ini mencakup koordinasi oleh
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pihak swasta

dengan masyarakat.
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- Motivasi, upaya yang digunakan untuk mendorong pihak terkait
untuk tetap berkinerja tinggi dalam tugas mereka. motivasi dapat
meliputi penggunaan intensif, penghargaan dan pengakuan.

- Komunikasi, mencakup pertukaran informasi di berbagai lapisan di
pemerintahan serta masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya

e L g b

d. i/tindak da=teeti®

Indikator aksi berkaita

individu

tertentu.

tindakan dala
e. Pembelajaran (learnings)

Pembelajaran merupakan suatu tindakan guna menganalisis tindakan
yang mesti dijalankan atau tidak, setelah itu meninjau dan melakukan evaluasi

kembali terkait tujuan, analisis serta arah yang dipilih.
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Indikator dalam strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff
Mulgan, semua indikator tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yaitu
membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Dari
teori dan konsep di atas, Mulgan menilai bahwa terdapat dua sumber daya utama
yang diperlukan dalam proses desain dan proses pengimplementasinya yaitu
power (kekuasaan) qailnI @T’iﬂ'ef'gﬁ. Q!In‘, -El.quﬁ,a'wm}l“ _|I|IE.

tersebut®yang menjadi dasar ketertarikan peng

dari Geo ) i imagii arseb iliki dkitan baik
secara
mengimg

kepada

2.2.

kekerasa

berbasis

bagi pe
kebebasan yang=te alk 2% fMgaf, kehidupan

pribadi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah menjelaskan
upaya untuk memberantas kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan
dalam konteks hukum didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan

penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga,
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termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan yang terjadi di dalam lingkungan

rumah tangga.

Secara umum, terdapat tiga ruang lingkup kekerasan: kekerasan dalam

lingkup keluarga, kekerasan dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang

bentuk. seperti
pemerko§akn, pelecehan seksual, dan intimidasi  yang terjadi di tefpat Kkerja,
institusi ilakukan

ilakukan

sesuai,

"
seksual, emosional dta

Kekerasan fisik terhadap anak meliputi penggunaan anggota tubuh atau
objek yang potensi membahayakan anak, serta pengendalian terhadap kegiatan
atau tindakan anak, seperti mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit,

meninju, melukai dengan benda, bahkan hingga menyebabkan kematian.
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Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti menyentuh
anak dengan motif seksual, praktik prosyitusi, dan ekspliotasi seksual. Kekerasan
psikis terjadi saat seseorang mengancam atau menakut-nakuti anak, termasuk

mengisolasi anak dari keluarga dan teman-temannya.

Jenis kekerasan lainnya termasuk- kekerasan verbal, kekerasan budaya

ekerasan

melihat

pPerempuanidan’anak

b

g=ang peneliti tuju adalah

DP3AP2KB Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 74
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja DP3AP2KB serta dinas yang terkait lainnya. Selanjutnya peneliti
menganalisis dengan menggunakan strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang

mana di bagi menjadi lima indikator yakni tujuan, lingkungan, arah, aksi dan
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pembelajaran. Dengan mengunakan indikator tersebut maka dapat diketahui
apakah upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak pada tahun 2020-2022 telah berjalan efektif dan sesuai

dengan outputnya.

Kasus Kererasan Terhadap Perempuan dan Anak

di Kota Padang

Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada

Tahun 2020-2022

J

Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan

Aksi Pembelajaran

Tujuan Lingkungan Arah

Bagan 2.1
Skema Pemikiran
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dam Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan

ial atau
dimana

a.2> Data

peneliti i i diitian, dan

peneliti

menduk

Pada penelitic

Menurut Faisol Studi kasus Ya 0 penelaahannya kepada suatu
kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.28

Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah secara seksama dan intens dalam

24 Creswell, Jhon. W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
him 32

%5 Maleong, L.J. 2017. Metode Penelitian kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. him 4

% Faisol, Sanapian. 1999. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi. Malang:IKIP. him 22
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mempelajari suatu program, peristiwa, dan aktifitas pada tingkat individu,
kelompok atau lembaga. Metode ini akan membantu peneliti memahami secara
mendalam mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang

dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2 Lokasi Penelitian

instansi

buan dan

kualitatitf@eneliti memiliki beberapa

analisis _hingga akhirnya se itian. iti harus

gdalal terlibat' langsung g bertujuan

"

" n
sebagai pengump'u'l' eneliti butuhkan dalam
penelitian. Peran selanjutnya sebagai pengamat luar agar dapat meminimalisir
unsur subjektifitas dan hasil penelitian benar-benar mampu untuk

mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini di mulai dengan pembuatan draf proposal yang peneliti tulis

di awal semester enam, draf yang peneliti tulis mengalami beberapa perubahan



31

sebelum di ACC oleh dosen PA peneliti. Pada tanggal 21 Maret 2023
Alhamdulillah draf proposal yang peneliti tulis mendapatkan ACC oleh Dosen PA
secara online melalui media sosial WhatsApp. Keesokkan harinya peneliti
berangkat dari rumah peneliti di Kabupaten Agam menuju Kota Padang untuk

mengajukan berkas persyaratan pembimbing ke departemen. Peneliti baru bisa

mengambil SK PemPir?QinF.Lpaﬁa?:t@quaﬁ_]Q Mﬁ-ﬁ‘f,ﬁlkj‘{; 2 bertepatan dengan

peneliti
k survei
SP Kota
n tanggal

A peneliti

dunia pendidikan tntuklg

Penulisan proposal ini peneliti lakukan dari bulan November sampai
Desember dan pada tanggal 9 Januari 2024 peneliti mendapatkan persetujuan
untuk melaksanakan seminar proposal. Namun, dalam seminar proposal peneliti
memiliki cukup banyak revisi dan diberikan waktu selama satu bulan untuk

memperbaiki kesalahan yang ada didalam proposal peneliti. Pada tanggal 1
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Februari 2024 peneliti akhirnya mendapatkan persetujuan untuk melakukan
penelitian ke lapangan, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti
mengurus surat izin karena pada awal bulan Februari terdapat beberapa hari libur
nasional dan juga bertepatan dengan pemilu sehingga surat yang peneliti urus

dapat terbit pada tanggal 13 Februari 2024.

pada tang

bidang
Perempu ndunga ) uan dan
Perlindu peneliti

lakukan i i % i meminta

peneliti

BH: untuk ‘'melakukan P8 disambut

"

Kan wawancara karena

baik oleh piak LBH
surat izin yang peneliti bawa harus mengalami disposisi terlebih dahulu.
Kemudian peneliti melanjutkan perjalanan ke Dinas Sosial Kota Padang sama
halnya dengan LBH, peneliti belum bisa melakukan wawancara di Dinas Sosial

karena surat izin harus mengalami disposisi.
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Pada pukul 11:15 WIB peneliti sampai di DP3AP2KB Kota Padang,
peneliti datang kembali untuk melakukan wawancara dengan kepala dinas
DP3AP2KB Kota Padang yaitu Bapak Eri Sendjaya, S.So0s.,M.Si. Selain
wawancara peneliti juga meminta tambahan dokumen pendukung untuk

penelitian. Setelah selesai wawancara peneliti menuju ke P2TP2A Kota Padang.

Pada pukul 13:30 YVIB p:inIF _{sampr ﬂ P%.-[Efﬁ Kota Radang dikarenakan

peneliti

Alhamd

PUSPAC

melakuk iti minta

belum da di tempat
sehingga
media sosial Ir;'sta'glla
pukul 16:00 WIB, sebelumnya per ubungi oleh pihak LBH untuk
dapat melakukan wawancara pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Decthree Ranti Putri selaku Advokat

Publik LBH Padang.
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Penelitian lapangan keempat, peneliti melakukan penelitian di WCC
Nurani Perempuan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB. Peneliti
melakukan wawancara dengan Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang
yaitu kak Rahmi Meri Yenti, S.Sos. Selain wawancara peneliti juga meminta

tambahan dokumen pendukung untuk penelitian sebagai pembanding data yang

peneliti

rumah p

11:30 WEH peneliti samp a lrawati
Nasti ..M.H. Wawa as sosial

sehingga peneliti diminta

Kota Padang Komisi , 'ST'H-.,IQ;I.H dan Bapak
Mukhlis S.E pada tanggal 15 April 2024 melalui pesan suara dari media sosial
WhatsApp. Wawancara yang peneliti lakukan kepada DPRD memiliki beberapa
hambatan seperti banyaknya anggota legislatif yang tidak mau melakukan

wawancara dan terhalang oleh agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh

anggota DPRD sehingga peneliti mengambil alternatif untuk melakukan
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wawancara tanpa tatap muka. Tahapan analisis data pada penelitian ini peneliti
lakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei dan bulan Juni peneliti mendapatkan

persetujuan untuk melaksanakan ujian skripsi.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan bertujuan untuk menyaring sebanyak mungkin

2. Individu'masih { yang akartditeliti
3. Individu memiliki cukup waktu untuk diwawancarai

4. Individu dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau

dipersiapkan lebih dahulu

27 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alphabet. Halamam 218
28 |bid. Halamam 221
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5. Individu masih tergolong “asing” dengan penelitian.

Kriteria dalam pengambilan informan pada penelitian ini adalah individu
yang memiliki wewenang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak di Kota Padang, individu masih terlibat dan aktif dalam kegiatan yang
menjadi sasaran penelitian dan individu memiliki cukup waktu untuk

diwawancarai. Berdﬁﬁrl'('f"] eepg!.aq_arr Id_'_l-Tl_qlt_a-lmlI qlaﬁﬁ::lfﬂi

ini adala

an dalam penelitian

Informan yang terlibat
penanganan kasus kekerasa

BEdan Kehormatan DPRD
& Padang

- Anggota Badan Anggaran DPRD

Kota Padang
2 Mukhlis - Anggota Komisi IV DPRD Kota
Padang
- Anggota Badan Kehormatan DPRD
Kota Padang

- Anggota  Badan  Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda)
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No Nama Jabatan
3 Eri Sendjaya Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang
4 Suryani Kepala Bidang Perlindungan Hak

Perempuan dan Perlindungan Anak di
DP3AP2KB Kota Padang

5 Imelda Novalilr:I ¥ |'|.' I_{IEII._:&E“%H

Bidang

10%%

Pemberdayaan
Padang

6 anda Tri Utami

7 di
8

9 pka Edri Tovia

: Peneliti

ok, benda
atau suatu'yf Oslalk seperti aktivitas-inam ok sebagai
subjek peneliti;h.i‘-"bn'
diteliti. Unit analisis dapat dibedakan menjadi tiga yaitu individu, kelompok dan
instansi atau lembaga. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya ialah
instansi atau lembaga yang terlibat dalam mengatasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak di Kota Padang. Instansi yang dimaksud adalah dinas yang

29 Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Malang:UMM Press. him 75-76
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terkait dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota

Padang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu

data primer dan data sekunder. Data jprimer merupakan sumber data yang

dari indi kejadian
atau has ber data
yang tid
P leh data
yaitu :
1.
Kk tujuan
tertentu yonden. 3
Basrowi tertentu
oleh dua yaan dan
yang diwawanearal, an bahwa

wawancara ialah suatu metode uk tujuan tugas tertentu yang
berupaya memperoleh informasi secara langsung dengan informan baik itu

wawancara tatap muka maupun wawancara menggunakan media pelantara seperti

%0 Sugiyono,op.cit.,him 193

% ibid

%2 Koentjaranigrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:Gramedia Pustaka
Umum. him 129

33 Basrowi, Suwardi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:Rineka Cipta. him 127
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gawai, surat elektronik dan lain sebagainya. Tujuan wawancara dalam penelitian
adalah untuk mengumpulkan informasi. Esterbeg dalam Sugioyono
mengklasifikasikan jenis wawancara ke dalam 2 bentuk yaitu wawancara
terstruktur (structure interview), wawancara semi terstruktur (semistructure) dan
wawancara tidak terstruktur (unstructur interview).3* Perbedaan antara wawancara

terstruktur dan wavyancaraI ,JOF\I@{tQ_rI;t‘u_I_thq_r ‘l?l:-fﬁll.(. pada

perlu atau tidaknya

pil bertatap muka antara

ancarai. 2 Wawancara m

tersebut

upaya pe

di Kota Padang'f' Lig

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu yang bersifat menyimpan atau

mengabadikan dapat berupa foto, video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen

34 Sugiyono,op.cit.,him 73-74
% Bungi, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta:Raja Grafindo Persada. him108
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lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Arikunto menyatakan bahwa objek kajian
dari studi dokumenter merupakan benda mati misalnya catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.®® Tujuan dari dokumentasi
ialah sebagai bukti-bukti tambahan untuk menguatkan tentang fenomena yang

terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat teruji kebasahannya.

abatsy |V ERSL IJL'-«JWU,-,, A

tersebut. ber untuk

yang diperélén’ melalurwe yaig berbeda.

Hal ini dapat di..éaﬁéf de
1. Membandingkan apa yang dikatakannya secara pribadi dengan apa

yang dikatakan orang di depan umum
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian

3% Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Rineka Cipta. him
274
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3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendangan dari orang seperti masyarakat biasa, masyarakat intelektual,
dan pemerintahan

4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

perbandiggan_anta |nf(_)lr|ﬂ§n|-1!5€!ah|nl_knfe.ﬁa|m?rﬂa§ iagaulaci dalam

ahan dan

anganan

Bantuan

Diolah »,Pent

3.8 Analisis Data

Anaisis data adalah penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari

lapangan denga mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan ke
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dalam unit-unit yang menghasilkan kesimpulan sehingga mudah dipahami. 3" Data
yang diperoleh di lapangan pada penelitian ini berupa data kualitatif. Analisis
yang dilakukan bersifat interpretative yaitu berupa interpretasi yang bertujuan
memahami isi di lapangan dengan menggunakan pemikiran logis dan disajikan
dalam bentuk analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara

mengorganisasikan pit:a\ {arq.tf_.lg_i] lLeI'kIJ.r_;Ln'l.JlJJIJIe_UJIO {1;315.:{ \

atau arsiffffoto atall=geriaT yang kemudian disuSUTTees=dle

awancara, dokumen

kategori

am mengatas ar : ak pada

-2022. Langka

berikut
e Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari empat sub bab utama yaitu Pertama
latar belakang yang menjelaskan tentang dasar peneliti mengambil
masalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Kedua rumusan masalah berisi tentang data-data pendukung terkait

37 Sugiyono,op.cit.,him 244
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masalah yang diangkat dan dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian.
Ketiga tujuan penelitian ialah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang
telah dirumuskan dan terakhir yaitu manfaat penelitian yang terdiri dari

manfaat teoritis dan akademis.

Bab Il Kerangka Teori, didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang

111 Metode
isi - penelitian,

isis, teknik pemilihan in

yang - berkaifs

kemudian di analisiS™ ¢ mpulan dati temuan-temuan

tersebut.

Bab VI Simpulan dan Saran, bab ini merupakan bagian akhir dari struktur
penulisan skripsi yang berisi tentang hasil pemahaman dan analisis secara

ilmiah atas keseluruhan yang telah dilakukan oleh peneliti.
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BAB IV

LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

4.1  Gambaran Umum Kota Padang

Peta Administras

bumatera

Barat se ana tata

ruang w Kegiatan

e % Lo
Nasional (FKS A geografiSakatasRadano‘berad? Sy sampai 1°-
" o
L W

08°LS dan 100°-34°Buff

Pl =’

si Sumatera Barat, Kota

Padang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Berikut batas-batas wiayah

Kota Padang :
a. Utara : Kabupaten Padang Pariamam
b. Selatan . Kabupaten Pesisir Selatan

c. Timur . Kabupaten Solok
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d. Barat : Samudra Hindia
Kota Padang terbentang dari utara sampai selatan yang memiliki pantai
sepanjang 68,126 km dan 486,209 km panjang deretan Bukit Barisan. Perpaduan
kedua tersebut menjadikan alam Kota Padang sangat indah dan menarik.
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang seluruhnya

mencapai 649,96 kn]2 dan l1ql_|.l %k?rﬂqer%.wllﬁ h ad

Menurut

inistratif 165,35 km.

terjadi
penamba tersebut

meliputi

f. Padang Barat
g. Padang Utara
h. Nanggalo

i. Kuranji

j. Pauh



46

k. Koto Tangah

Selain wilayah daratan, Kota Padang memiliki 19 pulau kecil yang
menghiasi wilayah perairan Kota Padang. Pulau tersebut tersebar pada 3
Kecamatan dengan pulau terbesar bernama pulau Bintangur seluas 56,78 ha. Kota
Padang juga memiliki sebanyak 21 sungai yang terdiri dari 5 sungai besar danl6

i kecil d i terpanjang adalah supgai, Batang Kandis. Berdasark
sungal kecl engan,SiJ:qullerrFr;!_a?ﬁqa] _ﬂ_q._ Jsi:quil-llallal aﬂgsl andis. Berdasarkan

data Bad@ifj Pusat Biassti(BPS) Kota Padang, jumfffeR=penduduk K@@ Padang

2022 mencapai 919.14

. Jumlah pendud

dilihat pacik tabel berikut

enduduk Berdase j n 2022

Kecamatan

No

1

2

3

4

5

6 EiLAGBA A 5y

7 Padang,utqa ' 54.609
8 Nanggalo 0.204 58.183
9 Kuranji 75.148 73513 148.661
10 Pauh 31.486 30.702 62.188
11 Koto tangah 102.227 101.248 203.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Bungus Teluk

Kabung memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 28.090 jiwa dan
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Kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah
penduduk sebanyak 161.466 jiwa .Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota
Padang pada tahun 2022 mengakibatkan bertambahnya kepadatan penduduk dari

863jiwa’/km? menjadi 876jiwa/km?dari tahun sebelumnya.

4.2 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Padang

ka kasus
kekerasa A jumlah

kasus ke an anak bes i da tahun

Tahun

1

2019
2020
2021
2022 5 2 22 2 1 0

Sumber: Dokumen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak Kota Padang

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling

banyak ditemui pada anak-anak ialah kekerasan seksual dengan jumlah kekerasan
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seksual pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus, tahun 2020 sebanyak 20 kasus dan
pada tahun 2021 serta 2022 sebanyak 22 kasus. Sedangkan jenis kekerasan pada
perempuan yang paling banyak ditemui adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis
yang dialami oleh korban perempuan pada tiap tahunnya mengalami peningkatan,

dengan jumlah kasus kekerasan psikis paling tinggi pada tahun 2022 sebanyak 22

kasus. Berikut penel

W LRI KRR

puan dan anak yang

TERPOPULER BERITA PILIHAN

Parah! Enam Siswa SD di Padang

0 Tragis, Wanita Tewas Jatuh dari

Jadi Korban Pelecehan Seksual tamta 3 Gedung oym
Peng urus Yayasan Q Ini Identitas Pengemudi Mobil
Porsche Tabrak Truk di Jaksel
Rus Akbar , Okezone - Jum'at 20 Oktober 2023 01:31 WIB o Putin dan Kim Jong Un Berpelukan di
Korea Utara, Bersumpah Wujudkan
n Dunia Multipolar Baru
o Ternyata Ini Penyebab Mengapa
u Korea Utara dan Korea Selatan Tidak
Bisa Bersatu
e Alasan Kenapa Desa Sukalilo Pati Kini
Disebut Kampung Maling
2 ° Viral Satpam dan Warga Kejar Mobil di
& Area Parkir Mal di Bandung, Isinya

Dua Bocah Sedang Mesum

° Israel vs Hizbullah, Siapa Paling Kuat?

(s ) MECEZDTIEMLE G, |
Gambar 4. 2
Contoh Kasus Kekerasan Terhadap

Anak di Kota Padang

Sumber:

" = .
Dari Gambar 4 asus kekerasan seksual
terhadap enam siswa SD Swasta di Kota Padang yang dilakukan oleh seorang
pengurus yayasan. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Polresta

Padang, dengan telah dimintai keterangan dari korban dan saksi-saksi terkait. Dari

penyelidikan tersebut, sudah ada enam orang siswa yang menjadi korban, dua


https://news.okezone.com/read/2023/10/20/340/2904681/parah-enam-siswa-sd-di-padang-jadi-korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan
https://news.okezone.com/read/2023/10/20/340/2904681/parah-enam-siswa-sd-di-padang-jadi-korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan
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diantaranya mengalami pelecehan secara fisik dan empat lainnya secara verbal.

Selanjutnya contoh kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ngerii.. Kekerasan Perempuan Terjadi, TERKINI
Wanita Hamil Alami KDRT P ———

Empat Pilar Kebangsaan

Mahyeldi Semangati
Penyandang Disablitas setelah
Baca DM Novi
m

PT Graha Bangun Persada
Laksanakan Penyembelihan
Hewan Kurban di Lokasi
Proyek

Survey Katadata Soal
Mahyeldi Keterpilinannya 38,3
Persen, Rahmat Saleh Bilang

- ORER

ASN Pemprov Sumbar
Terlarang Menghambat atau
Melambat kan Layanan Publik

Tinjau Lahan Relokasi Kofban O
mm

Gambar 4. 3 Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Sumber §i§:  Berita ' iaks mel
https:// Ari i a-hamil-

DI tantangan serius terkait kasus
kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Kasus-kasus seperti
pelecehan seksual dan kasus KDRT tersebut menunjukkan perlunya strategi yang

tepat dalam menangani permasalahan tersebut.


https://www.tribunsumbar.com/ngerii-kekerasan-perempuan-terjadi-wanita-hamil-alami-kdrt
https://www.tribunsumbar.com/ngerii-kekerasan-perempuan-terjadi-wanita-hamil-alami-kdrt
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43  Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluaraga Berencana Kota Padang merupakan perangkat daerah

yang bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota

dasarkan Undang-Undan

Manusia yang Beriman, Kre dya Saing dan Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih” maka DP3AP2KB Kota Padang memiliki tujuan akhir
yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sasaran

jangka menengah yang akan dicapai oleh DP3AP2KB sebagai berikut:
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1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan kompetensi perempuan dalam
pembangunan daerah

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dn anak serta pemenuhan hak
anak

3. Meningkatkan tata kelola kinerja DP3AP2KB

peraturan

der dan

Untuk menjalankan 18 Jhas memiliki fungsi sebagali

berikut:

a. Menyusun kebijakan teknis dinas berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan perempuan,
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perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
yang memiliki nilai guna
b. Merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan dinas demi
terciptanya perempuan yang berdaya, anak yang cerdas dan
g I"Ialn-j‘u mlat-péridddlikierid kel fiarga me

erumuskan program = Kkerja berdasarkan ketentuan §iperaturan

dinas

ggaraan

...... 3 Dmunikasi
pengendalia

Melaksanakn tenaga penyulu eluarga berencana dan petugas

lapangan keluarga berencana serta kader keluarga berencana

h. Melaksanakan pengendalian dan pembagian kebutuhan alat dan obat

kontrasepsi
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I. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan keikutsertaan

organisasi kemasyarakatan

J. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan

ketentuan perundang-undangan

k. Melakukan pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan dinas secara

qlagawda'ﬁ'khtg-slétlaa%‘bhem'hmb! B

Pengguna anggaran dinas

secara

kepegawalda

Untuk menjalanka

memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. Melakukan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program

dinas

b. Melakukan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
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c. Melakukan pengelolaan urusan keuangan
d. Melakukan pengkajian anggaran belanja
e. Melakukan pengelolaan administrasi belanja

f. Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian

g. Melakukan penatausI'i\h_éi.a,'hl k|a .i-e'!alsfanaan dan kelembagaan

gag pokok dan
Lij ;
fungsinya

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi
dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang kualitas hidu permpuan, kualitas keluarga, data dan informasi memiliki
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tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang kualitas hidup perempuan,

kualitas keluarga, data dan informasi memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

elakukan  koordinasi  penyusunan kebijakan

pengarusutamaan gender dan pe yaan pefempuan

enerapan

erdayaan

an, analisis

g. Melakukan koordinasi  penyususnan kebijakan  pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi gender

h. Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi gender
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i. Menyediakan pelembagaan pengarusutamaan gender
J.  Melakukan standarisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan

k. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta

informasi gender

4. B
B g yang
bertangg emiliki
tugas d ksanaan

kegiatan
empuan,

kualitas
a ak sipil,
kreativitas,

budaya dan kesejc

b. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkunagan, kesehatan,

pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
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c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi,
lingkunagan, kesehatan, pendidikan, Kkreativitas, budaya dan

kesejahteraan
d. Menyediakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pemenuhan

e L e

gk unagan,

supervisi

enerapan

formasi,

ya dan

, analisis

dan-p

I|
h. Melakukan koordfes /USEHTG kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di bidang

pemenuhan hak anak
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I. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi

di bidang pemenuhan hak anak

j. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga

pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dan

penanganan

kekerasan terhadap™

b. Menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan

c. Menyediakan forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
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Menyediakan forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang

perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan pada perempuan

Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi di bidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi di bidang perlindungan

yiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisifjenerapan

terhadap

enerapan

ekerasan

layanan

"

Jan: “dan pemberdayaan

perlindungat p
korban kekerasan terhadap perempuan

. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan di

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
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Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap

perempuan
. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak

Menyediakan forum koordinasi_ penyususnan kebijakan di bidang

‘ ﬁhu'bulhnl'k"!- SITAS AN L) A

aksanakan sosialisasi, fasilitasi dan istribusi kebijakan bidang

enerapan

layanan

enerapan

Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengelolaan, analisis, dan penyajian data serta informasi kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan

. Melaksankan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
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6. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dipimpin
oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan memiliki tugas dalam
menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

an dtr: ROUTAT Qgs:u-iillh;jg J.fqmmiszﬂg

berdasarlga

k menjalankan tugas tersebut, bidang pengendalian

, sistem

endalian

"

il erd
penggerakaril an keluarga berencana

d. Melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian penduduk

e. Melakukan parameter pengendalian penduduk
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f. Melaksanakan peningkatan dan pemberdayaan peran organisasi

kemasyarakatan
g. Melaksanakan peberdayaan tenaga penyuluh keluarga berencana

h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga

nya

7.

keluarga
dipimpi a dinas
Bidang iki tugas
dalam kegiatan
berdasar

etahanan,
dan kese

"
& berencana,

ketahanan dan keseja

b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

c. Melakukan penyelenggaraan standar, norma dan prosedur di bidang

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
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d. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang di bidang

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
e. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan

f. Melaksankan tugas kedinasan sesuai tugas dan fungsinya

44  Gambaran , Umunr.l_ F%{S%l IF_’_el_q_yq:qPI-]ll'{er ad Pemberdayaan
|

Y PLI
perempuan a8

2. Memberikan pelayanan terpadu sebagai lembaga mediasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melakukan
koordinasi serta kerjasama antara pemerintah, lembaga/organisasi

kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak
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2.3.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang

PELINDUNG

WALIKOTA PADANG

|
PENASEHAT

i WAKIL WALIKOTA
SEKDA
KEPALA DP3AP2KB

KETUA UMUM
Ny. Genny Hendri Septa

i -
KETUA HARIAN

KETUA PELAKSANA

Suryani, S.Kom.,M.M Ermiati, SH
1N 1)
BENDAHARA SEKRETARIS

Dina Juita, S.T.,S.H Rizky S Putri, S.H

DIVISI DATA DAN DIVISI PELAYANAN DIVISI PENINGKATAN DIVISI JARINGAN
INFORMASI DAN KONSULTASI KAPASITAS DAN KEMITRAAN
PEMULIHAN
Khotimah Rahayu Rahma Tri Ananda, Guswenni,
i Rusmen, S.Psi.,M.H
Drs. Irwan Sofyan S.Psi.,,M.Sos -“ _ S.S0s.,M.M
Muzni. ST Erdawati, Dra. Nurhayati, M.M i Ari Mulyadi,
T S.Pd.,M.Pd,Kons Drs. Musdek. M.Si S.H.M.H
Efridawati, S.Sos Edri Tovia, S.H

KESEKTARIATAN

Akbar Syamer
Alvi Rahmi

Bagan 4.2
Struktur Organisasi P2TP2A Kota Padang
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1. Ketua umum
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A dalam peningkatan
kapasitas dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak

b. Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi program

Menyiapkr: {erﬁar]g‘!.pqﬁoprr-@l.'*-d?l:“ﬁ!iﬁhhdi isi untuk diajukan

lembaga

P2TP2A dan melakukan 51 dalam

melaksanakan prg

tugas

Merimpin ‘.- .I|-2.-|:P'2:& Rota Padang

secara harian

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan
divisi lain
c. Meyiapkan rencana program dari divisi untuk diajukan kepada

koordinator
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d. Melaksanakan pengembangan dan hubungan dengan pihak mitra
dalam upaya penguatan kapasitas lembaga

e. Melaksanakan monitoring serta evaluasi secara rutin dan komprehensif
yang bertujuan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada ketua
umum P2TP2A

Mewakil IIj’IZ'E‘Piﬁ. IT_.ot:'_i;.l Q_aldr'r_ilg_a-!q.wll?ltai yag berkaitan dengan

&an, menghadiri undangam tesspibdk luar ddiim upaya

kegiatan dari setia

Merbantu |k aka _tasil-iié' operasional

kegiatan dari setiap dTv

. Divisi data dan informasi

a. Menyediakan pengadaan data dan pelayanan informasi yang berkaitan
dengan permasalahan dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak
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b. Mengumpulkan, mengolah data tentang kasus pelanggaran HAM dan
kekerasan serta ketidakadilan pada perempuan dan anak
c. Mencari informasi mengenai kasus tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak untuk diproses lebih lanjut.

7. Divisi Pelayanan dan Konsultasi —

2§ TAS A

korban

Memberikan pe N Jag 3 tindak

mengenai
pem"beldaya ik a [ kesehatan,
hukum dan politik.
b. Menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan

c. Menyediakan pendampingan dan konseling

d. Menyediakan pendampingan perlindungan hukum bagi korban

kekerasan pada perempuan dan anak
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e. Memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban tindak
kekerasan pada perempuan dan anak

f. Meningkatkan kemampuan anggota bersama masyarakat yang

bertujuan memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak serta

menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan

tindak Kelk?r%quL, FEEaQTpI -El_e{e-m.p'w_].- "??r_lﬁl ..

k di lingkungan

vasta dan

dan

perlindungat

45  Gambaran Umum Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang

Pusat pembelajaran keluarga didirikan sebagai bentuk kepedulian
pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui program

pendidikan, keterampilan dan kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam
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keluarga serta menyediakan konseling bagi orang tua dan anak. Puspaga sama
seperti P2TP2A berada dibawah nauangan dan bertanggung jawab kepada dinas
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana. Puspaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan a.r'fk -En?r't‘pf‘-_k_{“_-.'l"TSﬁ._"x"ﬂj'iﬂ |§,‘3{:E"j‘{‘;’. an. Puspaga Kota

Padang migmiliki plegseTKerja bernama puspaga Dasesea tdota Paddp dengan

Puspaga  basamo

perikemanusiaan, k

"T('e-sd;(uan, politik
kepartaiandan kedudukan sosial

4. Puspaga basamo Kota Padang akan memelihara standar kompetensi
dalam memberikan layanan psikolog

5. Puspaga basamo Kota Padang mewujudkan kecepatan dan ketepatan

dalam memberikan layanan
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6. Puspaga basamo Kota Padang terbuka atas kritik, saran, dan masukan
dari masyarakat pengguna jasa dalam rangka menjamin perbaikan

kinerja yang berkelanjutan.

Puspaga basamo Kota Padang mempunyai visi dan misi yang bertujuan

sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah lembaga. Visi dari Puspaga basamo

w LY ERSITAS

ari tenaga

tertentu,

1. Tenaga ahli psikolog : Ihsanul Hakiki, S.Psi.,M.Psi

2. Tenaga Konselor : Yolanda Tri Utami, S.Psi

3. Tenaga Administrasi : Liza Oktafiani Efriza, S.P
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BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah
dilakukan dengan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data

tersebut berupa hasil wawancara dari beberapa informan yang telah ditetapkan

iptif. Hal
ali serta

. peneliti

am mengatas ; ! ak pada

2022.

Kota Padang.: .,
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5.1  Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana Kota Padang sesuai dengan peraturan Walikota

Padang No 49 tahun 2022 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata

mbe Ht’%a‘l qéf_blhp{l_a'nl [ki.mﬁﬂi,g‘dqmr,ﬂgn endalisgpenduduk

penting untuk menilai dan elah dilakukan yaitu tujuan,

lingkungan, aksi, arah dan pembelajaran. Melalui pengukuran terhadap indikator
tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dari strategi
pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

Kota Padang.
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5.1.1 Tujuan (Purpose)

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan mencerminkan
kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tommy Suprapto
dalam Muding mendeskripsikan tujuan sebagai pencapaian misi tertentu
dan dapat dicapai dalam waktu singkat 38 Selaras dengan pernyataan

Wa adanya

Jan siapa

terhadap
ihat dari

misi umum

pemerintah seperti kil ketua komisi 1V DPRD

Kota Padang yaitu Zulhardi Z Latif melalui wawancara sebagai berikut:

% Muding dkk, 2023, Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Pada Tahap
Tanggap Darurat Banjir Di Kota Manado, him. 3
39 Sondang P Siagian, 1994, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, him. 108
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“Tujuannya yang pasti adalah pemerintah ingin menekan kasus
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di
Kota Padang sehingga kami selalu berupaya melakukan yang
terbaik agar kasus kekerasan kepada perempuan dan anak

berkurang setiap tahunnya”.4°

Dari wawancara dengan Zulhardi dapat dipahami bahwa tujuan

setiap tahunnya. Hal ini

tersebut, KEme

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang
pada tahun 2019-2024, visi dan misi DP3AP2KB memiliki korelasi

dengan visi walikota dan wakil walikota terpilih pada periode tahun 2019-

40 Wawancara dengan Zulhardi Z Latif selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang
melalui media sosial whatsapp tanggal 15 April 2024 pukul 10:00 WIB
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2024 yaitu “Mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan,
perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing” terdapat tujuh

misi yang ditetapkan untuk mendukung visi tersebut yakni:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk  menghasilkan

sumberdaya manusia yang-beriman, kreatif, inovatif dan berdaya

UMY ERSITAS AN DAY A

tertib,

kreatif

. Meningkatkan_kualitasf ari an dan

ersih dan

Berdasarkan ket g terdapat dua misi yang berkaitan
dengan aspek fokus urusan perlindungan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu
misi pertama, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan

sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
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Selanjutnya misi ketujuh, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang bersih. Visi dan misi tersebut kemudian dianalisis permasalahan,
faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut.

Berikut dipaparkan mengenai permasalahan pelayanan di Kota Padang.

Tabel 5. 1 Permasalahan Pelayanan Daerah Kota Padang

No .
~,|1E'e|nﬁsbllarla#|."-..-'l."-.l|_]..'l,|_,l|§§
1
perempua
tergolong tihgdi.
2
& Lij
3 Terimplementasinya a 1. Adanya
Kabupaten/Kota af asa personil yang komitmen
layak anak terhadap anak melayani kepala daerah
2. Belum terpenuhnya penanganan untuk
kasus mengembangk
hak-hak anak
kekerasan an kota layak
terhadap anak
perempuan
dan anak

Sumber : Dokumentasi Restra DP3AP2KB Kota Padang 2019-2024
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Merujuk pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pemerintah Kota
Padang dihadapkan dengan permasalahan peningkatan jumlah kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam mengatasi permasalahan
tersebut pemerintah harus meningkatkan kegiatan pelayanan terpadu yang

meliputi berbagai aspek seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan

serta peningkit?r'l..k]q[‘dﬁ‘!. REfa _j_@ﬂle_r"lliril;llngi{lslgi perempuan dan

ri setiap

ekerasan

sploitasi.

gan yang

gi korban

selaku kepala bidang
perlindungan anak melalui wawancara sebagai berikut :
“Untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka kami selalu
melakukan pengawasan dan monitoring di setiap kegiatan dan
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mewajibkan setiap anggota untuk memberikan laporan secara
tertulis yang kemudian di bahas dalam rapat bersama-sama”.!

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang
perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak diketahui bahwa
pemerintah berkomitmen serta tetap konsisten dalam mengatasi kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dengan cara

SIS

k dalam
gawasan

potensi

Berdasarka Rahmi Meri Yenti dapat
dipahami bahwa WCC Nurani Perempuan sebagai lembaga yang bersifat

diluar pemerintahan memiliki kesamaan tujuan dengan DP3AP2KB vyaitu

41 Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

42 \Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti selaku Direktur WCC Nurani Perempuan di Kantor WCC
Nurani Perempuan Kota Padang tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB



79

melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Meskipun
keduanya memiliki tujuan yang sama, WCC Nurani Perempuan memiliki

program sendiri.

Sebagai lembaga independen, WCC Nurani Perempuan memiliki

inisiatif untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan

berikan kontribusi dala

prehensif dan e

perempuan dan anak o 2 Padarg. Tujuan yang dibangun tersebut

berkaitan dengan misi umum pemerintah dan di landasi dengan adanya
Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 tentang perlindungan

perempuan dan anak.
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Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 menegaskan
bahwa dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
dibutuhkan kontribusi dari semua pihak baik itu pemerintah maupun
organisasi publik dan organisasi non publik. Pemerintah dalam
mewujudkan tujuan awal telah melakukan monitoring dan pengawasan

terhadap |nslian5| Oigl?r"_S%lthéltf_ﬁLl{l I,ﬁiqui)ﬁlqlldl I

uarpemerintahan pada

anak di
dalam
Uifan tersebut

o
Pl

tertuang dalam pakan turunan dari visi

dan misi walikota Padang.

Tujuan mencakup program pemerintah dalam meningkatkan
kepedulian masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak melalui

upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif dari tindak kekerasan. Dalam



81

dokumen Restra DP3AP2KB Kota Padang telah menguraikan faktor
pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara dan data yang telah peneliti paparkan, maka

peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki tujuan yang jelas

yhanhd el A

di Kota

alui upaya preventif at lakukan,

erintah  berusg

Lingkungan (enviro

Lingkungan memiliki enting dalam meng@#@asi kasus
sebagai

hak -hak

groan kekerasan. Setelc Siitiasi untuk

"

mengetahui inf lapat ‘dua faktor yang
mempengaruhi lingkungan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak vyaitu faktor lingkungan internal dan faktor

lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan sumberdaya

yang ada di pemerintah yaitu dinas terkait dan lingkungan eksternal
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berkaitan dengan masyarakat sebagai sasaran atau target dalam mengatasi

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

5.1.2.1 Faktor Internal

a. Sumberdaya Manusia

engatasi
berdaya

sebagai

ang kita,Sebut tenaga

: yang terdiri dari empat
orang, selain embaga pusat pembelajaran
keluarga (PUSPAGA) yang terdiri dari 3 orang yang bertugas
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
di Kota Padang”.%®

4 Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB



83

Berdasarkan wawancara dengan Suryani dapat digambarkan bahwa
ketersediaan sumberdaya manusia di DP3AP2KB Kota Padang dalam
mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup terbatas
hanya berjumlah empat orang di DP3AP2KB. Di sisi lain, P2TP2A
sebagai tenaga penyuluh atau pendampingan terdiri dari empat orang.

Selain iu, qil. IP"L‘JT;LAE& :,gequa?ﬁ tigg Ff'-'q'?ﬂ".yf

angani lgasess=REReErasan ternadap peremptiar=eaa.a

bertugas dalam

! ="
naungan dinas ¥y api masih belum dapat
melakukan penaganan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak

secara optimal.

Mengenai keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki

pemerintah telah berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan organisasi
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pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah dalam mengatasi kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A terbagi menjadi

beberapa divisi yaitu divisi pelayanan dan konsultasi, divisi data dan

informasi,

divisi peningkatan dan pemulihan serta divisi jaringan

kemitraan yang terdiri dari organisasi pemerintah dan organisasi diluar

intah. Berikut,di ‘pagan jaringan kemitra intah Kot
i G e e g e o

P

4

DP3AP2KB
Kota Padang

b Padang.

hng dalake=srermgatasl kasus kekerasan terfiaeem=per@mpuan (

anak di

UPPA Polresta
Padang

Dinas pemerintah
terkait (Dinas Sosial,
Dinas  Pendidikan,
Dinas Kesehatan)

Organisasi diluar
pemerintah

(PATBM,

LP2M

Ormas, LSM, LBH

peduli
dan anak)

perempuan

Upaya Preventif, Upaya Kuratif dan Upaya
Rehabilitatif

Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak Di Kota Padang

Bagan 5.1

Jaringan Kemitraan Pemerintahan Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
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Berdasarkan Bagan 5.1 dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kota Padang, Pemerintah telah membuat jaringan
kemitraan yang terdiri dari LSM, LBH, LP2M, PATBM, Ormas dan
organisasi pemerintah seperti DP3AP2KB, dinas sosial, dinas pendidikan,
dinas kesehatan dan UPPA Polresta Padang yang bertujuan untuk

menambah isumberfi,iya {na_rﬂ ai'u_'ﬁeh%qu ngger

yang membantu

Triananda dapat terlihat

bahwa tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan di
Kota Padang salah satunya dalam melakukan penjangkauan langsung ke

lapangan karena kendala dalam melakukan penjemputan korban secara

4 Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024
pukul 13:30 WIB
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langsung. Meskipun terdapat jaringan kemitraan yang membantu, namun
pembagian tugas yang sudah ada dari masing-masing lembaga membuat

korban menjadi terbatas.

Selain itu, untuk melakukan penjemputan korban kekerasan

dibutuhkan akses yang dekat dengan masyarakat, seperti pos pelayanan

dua pos
Hal ini

ndukung

bertindak 'sehag

b. Sumberdaya Keuangan

Sumberdaya keuangan dalam mengatasi kasus kekerasan
perempuan dan anak di Kota Padang diatur dalam Perda Sumbar No. 5

Tahun Bab Xl Poin A dan B menjelaskan bahwa pembiayaan
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penyelenggaraan perlindungan perempuan anak bersumber pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Adapun rincian mengenai rekapitulasi

alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2021 sebagai

berikut:
g1 ¢ .
Tabel 3 & I" KptasRadany Pada
No Pr ggaran
1 Program
Pemenu
Anak
Layanan
Anak
Pengembangan
Kecamsa
2 Program
Perlindungan hak: | P
Perempuan Ké

Premp ;

Workshop Pencegahan Kota Padang 1.368.000
Tindak Pidana

Perdagangan Orang

(TIPPO) dan Gugus Tugas

Pengembangan Pusat Kota Padang 334.464.450
Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

3 Program Perlindungan Anak Kota Padang 175.702.250
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Peningkatan Terpadu Berbasis

Perlindungan Masyarakat (PATBM)

Khusus Anak

Jumlah 1.458.143.200

Sumber : Lakip DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa selama 2021 total

“ada beberapa™@ ¥a kegiatan yang dirasa belum
maksimal seperti kegiatan penanganan kasus korban kekerasan.
Anggaran tersebut belum mampu mengcover semua korban yang
ada, paling banyak hanya sebagian korban yang tercover dan itu
kami utamakan hanya korban-korban yang paling membutuhkan.
Jadi, seharusnya terdapat dana tidak terduga seperti visum korban
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karena selama ini dana untuk visum berasal dari dana sukarela para
stakeholder yang membantu”.4

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang
perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani dapat
dipahami bahwa masih terdapat kekurangan anggaran dalam penanganan

perti masih banyak

korban kekerasan tf T anak s

‘Pa]‘-jaf HPfFI"l"E-Ha”ﬂT

£.000.000

i2.100.000

Makan untuk
penanganan Kasus
(20 orang x 3 bulan)
Snack untuk 60
penanganan kasus

(20 orang x 3 bulan)
Transportasi 120 Orang/bulan  50.000 6.000.000
pendamping kasus

Orang/bulan  25.000 1.500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Padang Tahun 2019

4% Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB
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Berdasarkan Tabel 5.3 dalam penanganan yang dilakukan oleh
Pemerintah belum terlihat adanya anggaran yang diperuntukkan untuk
visum korban ke rumah sakit dan anggaran untuk melaksanakan pelatihan
dalam pemulihan korban. Dari dokumen pelaksanaan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang mengenai anggaran yang

berkaitan dFIr:?a"r']- Ikiegl_i.a?ﬁ__afl,_|ﬂe_ﬂ-._aqg_la{l‘@'ﬁl -:I"lf?u-'?l.s. keras?m terhadap

pdrfmpuan kder=gMak. Anggaran yang - o¥pepa

- .. | - - -
jumlahnya'masig ne - litan dalam

penjemputan korban sefta aman yang tersedia masih belum
representatif untuk digunakan. Anggaran data yang diterima oleh dinas
belum mampu mencukupi untuk menangani kasus kekerasan secara

menyeluruh.
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Dengan demikian, terlihat bahwa masih diperlukan strategi lebih
lanjut dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan alokasi anggaran
untuk penangnan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota
Padang, agar upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat dilakukan

secara lebih efektif dan menyeluruh.

5.1.2 251 TAS ANDA AL

asyarakat

lingkungan sekitar U~ korban kekerasan dalam

melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan
oleh Eri Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang melalui

wawancara sebagai berikut:
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“dari eksternal, tantangan yang kami hadapi yaitu kurangnya
kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan
sekitarnya, sekurang-kurangnya pada tetangga sendiri. Karena
percayalah korban apalagi pelaku tidak akan mau untuk melapor
oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam
mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota

Padang”.%8

Berdasarkan wawancara dengan Eri Sendjaya selaku ketua

DP3AP2KB; |t<,ot'§ |R|.a(f_”?‘-q :hqd;'gi_l.giﬁtqj]riﬂlciar' E. i_eksternal yang

bhahkan

anggota Unit PE Polresta Kota Padang

melalui wawancara sebagai berikut

46 Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB



93

“kendala dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak justru
dari lingkungan korban serta tertutupnya akses terhadap korban
karena pokok awal terungkapnya tindak kekerasan berdasarkan
aksesnya sehingga apabila terhambat aksesnya, efek kekerasan

akan terulang kembali”. 4/

Berdasarkan wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Kota

Padang yaitu Bripka Edri Tovia dapat diketahui bahwa terdapat kendala

dalam penan alnq'.rll ﬁﬂls‘!-(e'krrﬁ;&twwaffrﬂg pglan_dan anak yang

maupun
at. Akses
sa takut,
rena itu,
a korban

) mereka

program yang hendakse mengatasi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, strategi Pemerintah Kota Padang saat ini
melakukan berbagai upaya secara preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk

menekan peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang.

47 Wawancara dengan Bripka Edri Tovia selaku anggota unit Perlindungan Perempuan dam Anak
Polresta di Polresta Padang tanggal 21 Februari 2024 pukul 09:00 WIB
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Terkait dengan tujuan utama DP3AP2KB Kota Padang untuk menekan

kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya koordinasi
yang baik antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat.

Dengan demikian pengarahan yang tepat akan memastikan bahwa

RSITAG

#=Pusat rujukan

3.Kegiatan

pengembangan
jaringan
2 Dinas 1.Melakukan 1. Konseling 1. Pendidikan
Pendidikan sosialisasi . dan pelatihan
Kota Padang kepada 2. Pe_ndampmgan ke dalam
psikososial .
masyarakat penyuluhan di
. sekolah-
2.Penyediaan data sekolah

dan informasi
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3.Kegiatan 2. Memberikan
pengembangan pembinaan
jaringan
3 Dinas Sosial 1.Melakukan 1. Konseling 1. Konseling
Kota Padang sk(;?:::il:ag 5 Te_rapi | gfenr::l;;han
masvarakat psikologis dan '
asyaraxa medis 2. Memberikan

2.Penyediaan data
dan informasi

UPPA n Melakuka}n 1. Konseling

Polresta Kota sosialj
Padang kep

3. Pendampingan pembinaan

psikososial

LBH Padang

Tiematasi kasus
kekerasan terhadap T BUpaya preventif, kuratif dan
rehabilitasi. Seluruh stakeholder yang terlibat dikelompokkan ke dalam
divisi yang sesuai dengan latar belakang dari masing-masing stakeholder.

Hal ini diharapkan agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan keperluan korban
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kekerasan. Pernyataan tersebut sejalan dengan wawancara bersama Eri

Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang sebagai berikut:

“Dalam mengatasi kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang
kami selalu melibatkan seluruh anggota di dinas dan P2TP2A yang
berasal dari OPD dan LSM sehingga mereka juga tahu apa yang
telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana perkembangannya.
Kami juga melakukan kegiatan monitoring kebeberapa LSM yang
bertujuan agar kami mendapatkan informasi mengenai kebutuhan

mqlm'ﬁ_ari-_ }i_e:rlhllu.ﬁgagﬂlhﬂ di Kota

>3 48

memiliki
prehensif ‘mengenal al dilakukan
péngetahuan mengenai

perkembangan terbaru dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi

terhadap perepuan dan anak. Memperkuat argumen tersebut Direktur

48 Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB
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Eksekutif LSM WCC Nurani Perempuan yaitu Rahmi Meri Yenti melalui

wawancara sebagai berikut:

“koordinasi yang terjadi antara pihak dari dinas atau LSM yang
juga sering terjun ke lapangan dapat terbangun dengan adanya rasa
percaya atas informasi yang disampaikan oleh pihak dinas. Bentuk
komunikasi yang dibangun melalui agenda rapat dan juga
pemanfaatan grup untuk memudahkan komunlka5| lewat gadget,
sehingga tefjlc:ud' i balik. Bagaimana

kaa Kita_sal bila ada

oo’ terjadi

kekurangan tenaga maka kami saling membantu”.*®

aya atas

g efektif

kepercayadn!- k¢ ~dari’ befbagai pihak,
terciptanya kerjasama Yang I "0alam mengatasi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Hal ini memungkinkan adanya sinergi
dalam upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif sehingga

memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat.

49 Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti selaku Direktur Eksekutif WCC Nurani Perempuan di
Kantor WCC Nurani Perempuan Kota Padang tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB
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Adapun pokok kegiatan yang telah dilakukan dalam mengatasi
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, wali murid, dan pelajar yang ada di Kota
Padang, melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak di Kota Padang, melakukan pendampingan untuk mendapatkan

bantuan hukpm kasqu. I[_eﬁiefar _jlel(_haqla_ﬁ It)-ilrempua

dan anak di Kota

Kamis, 18 Februari Kepala sekolah, 150 SDN 25 Kaoto
2021 pengawas dan Guru Panjang Ikur
SD se Kecamatan
Koto Tangah
Sabtu, 6 Maret Wali Murid dan Guru 200 SMPN 32
2021 SMP Negeri 32 Padang
Padang
Sabtu, 20 Maret Wali  Murid, Tata 200 SMP Budi
2021 Usaha dan Guru SMP Mulia

Budi Mulia
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Sabtu, 10 April Wali Murid, Pegawai 350 SDN 10 Bandar
2021 dan Guru SD Negeri Buat Padang
10 Bandar Buat
Sabtu, 24 April Wali Murid, Pegawai 250 SMP 10 Padang
2021 dan Guru SMP 10
Padang
Senin, 26 April Wali Murid, Pegawai 180 SD 07 Air
2021 dan Guru SD 07 Air Camar
Camar
Jumat, 12 Wali  Murid, Tata 200 SDN 03, 06, 13

November 2021 Usaha Pegawal dan 34 Simpang
508 Haru Padang

Al-Jadid
PGRI 4

kegiatan
terhadap
pal balik
lakukan

menjalin

oleh Kepala bidang 3 puan dan perlindungan anak

yaitu Suryani melalui wawancara sebagai berikut

“Pemerintah melakukan komunikasi timbal balik berupa rapat
divisi dan rapat pleno. Rapat divisi dilaksanakan setiap 3 bulan
sekali sedangkan rapat pleno dilaksanakan setiap 2 kali dalam
setahun. Hal ini bertujuan agar semua stakeholder terlibat dan
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saling berbagi informasi dan mengetahui kegiatan yang telah

dilaksanakan, kendalanya dan solusi dari permasalahan tersebut”.%°

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang
perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani dapat
diketahui bahwa pemerintah melakukan komunikasi timbal balik melalui

dua bentuk rapat, yaitu rapat divisi-dan rapat pleno. Rapat divisi diadakan

keholder
k berkumpul secara be i terkait

anganan kasus kekerasan. ini er dapat

Hal ini disampaikan ol€ ayanan dan Konsultasi di P2TP2A

yaitu Rahma Triananda melalui wawancara sebagai berikut:

%0 Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB
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“benar ya, terkadang ada anggota yang tidak mengikuti rapat
karena ada kendala seperti agenda internal instansi asal. Anggota
yang tidak hadir maka harus sepakat dengan hasil yang telah
ditetapkan karena tidak bisa diwakilkan oleh anggota yang tidak
hadir”.5?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahma Triananda selaku

Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A terlihat bahwa komunikasi

baik, hal
tan grup
1 pertukaran

LG
informasi yang

Pl

dalam pelaksanaannya
masih terdapat keterbatasan seperti keterbatasan akses terhadap korban
dan kurangnya pos pelayanan di setiap kelurahan, koordinasi yang solid

antara stakeholder serta komunikasi yang terbuka telah memberikan

51 Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024
pukul 13:30 WIB
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landasan yang kokoh dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak di Kota Padang.

5.14 Aksi (action)

Indikator aksi berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencapai

tujuan. Arahan yang dltetaE.ﬁaJi Sela

nllllJtnya diubah menjadi kebijakan,
"HNIVE

WL A

Pada
puan dan

a 1 0aela Barat No

mpuan dan anaki selz ta tersebut

rM‘ah maupun di luar
pemerlntah” >

Berdasarkan wawancara dengan Mona selaku Analis Kebijakan di
Dinas Sosial menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah memiliki

regulasi yang jelas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah

52 \Wawancara dengan Mona Irawati Nasti selaku Analis Kebijakan di Kantor Dinas Sosial Kota
Padang tanggal 5 Maret 2024 pukul 11.30 WIB
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Sumatera Barat No 5 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan
anak serta Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2012 tentang
pembinaan dan perlindungan anak. Kemudian peneliti akan menguraikan
strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya preventif, kuratif dan
rehabilitatif berdasarkan regulasi yang ada. Adapun Kkegiatan yang

dimaksud ter‘df?a{pr{aﬁage!.ﬂ-q'?.ﬁ_"{kﬁ MU AR

Tabel 5. 6

m anak

pergerak di

"n

Kuratif ane pan kekerasan

b. Pelayanan kesehatan

c. Rehabilitasi sosial

d. Penegakkan dan bantuan hukum
e. Pelayanan medis

f. Konseling psikososial

g. Pelayanan medikolegal

h. Pemulangan dan reintegrasi sosial
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Rehabilitatif a. Pemda memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan
kapasitas perempuan

b. Pemda dapat memperluas akses dan kesempatan kepada
perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan
pekerjaan

c. Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat,
ide, gagasandan lain-lain serta terlihat dalam proses
pengambilan keputusan.

Sumber : Perda Sumbar Nomor.5 Tahun 2013

iNIVERSITAS AN \l e

Sumatera
program
libatkan
di luar

selaku

KB Kota
Padang-yalT i B atasi kasus
kekerasan terhadap pere lu berpedoman pada hukum
serta peraturan yang berlaku seperti peraturan daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan

53 Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB
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kebijakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk melindungi hak-

hak perempuan dan anak.

Selain itu, strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kota Padang
didasarkan pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang mengacu

pada pedoman dan kebijakan -yang ditetapkan oleh Kementerian

151 TA%

BUKU PEGANGAN

Fasilitasi

Peningkatan Kapasitas Pengelola PZTPZA
dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan
Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Koordinator Wilayah

Gambar 5.1
Buku Pegangan Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Dan Forum
Koordinasi Lembaga Layanan Bagi
Badan Pemberdayaan Perempuan
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Berdasarkan Gambar 5.1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota
padang dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak berpedoman pada buku pengangan fasilitasi
peningkatan kepasistas pengelolaan P2TP2A dan forum kordinasi lembaga
layanan bagi pemberdayaan perempuan. Buku tersebut di keluarkan oleh
KPPARI dalalln: l,{qpélyfi F%{aﬁqkffﬁﬁgj{aﬂ ﬁ-r']'ﬁ tﬁrl:s. at preventif, kuratif

ddm rehabilifi

Dari hasil wawang

merujuk pada k ) iterbitkan oleh

an

berbasis pada prinsip- A ditetapkan dalam peraturan dan

pedoman yang berlaku. Ini mencakup penyusunan program, struktur dan
implementasi yang tepat untuk memastikan efektivitas dalam memberikan

pelayanan kepada korban kekerasan.
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Pemerintah Kota Padang juga mengacu pada regulasi yang jelas,
seperti Perda Sumatera Barat No 5 Tahun 2013 dan Perda Kota Padang No
2 Tahun 2012, yang menetapkan tanggung jawab dan kewajiban dalam
pembinaan dan perlindungan perempuan dan anak. ini memberikan

landasan hukum yang kuat bagi langkah-langkah yang diambil pemerintah

dalam penanpanan ﬁal,_wf?lﬁ?_k'gﬁa-ﬂ'-"'- AN L] A

I dengan
Berikut

merintah

Berdasarkan ones}a (KBBI) preventif
adalah kata sifat yang memiliki makna mencegah supaya jangan terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Secara etimologi, preventif berasal dari
bahasa latin pravenire yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya
sesuatu. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya

preventif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah dan
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sistematis untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

Upaya preventif sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Padang berupa sosialisasi dengan melibatkan beberapa

lembaga terkait untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan

“Secara intensj
berbagai
kepentingan
kelompok

juga membangun agar

dengan dinas untuk proses

anak  telah'im

melakukan edukasi dan paa pemangku kepentingan di tingkat

kelurahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

%4 Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB
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pemahaman mereka tentang regulasi pemeliharaan, penanganan, dan

antisipasi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain memberikan informasi tentang aturan dan langkah-langkah
yang harus diambil dalam mengatasi kasus tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak, upaya tersebut juga bertujuan untuk membangun

VER S TAS AN

tentang

ini tidak

Kasus kekeraSe dan anak dapat diartikan

sebagai fenomena gunung es yang artinya korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak tidak semuanya berani untuk melapor. Oleh karena
itu, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi
awal kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus

kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
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Sosialisasi yang dilakukan olen DP3AP2KB Kota Padang di tingkat
kelurahan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Padang Suryani

melalui wawancara sebagai berikut:

“Sebelumnya kami juga telah melaksanakan program sosialisasi

eéi

marathon kami_rasa masih

karena itu sekarang

wilayah dengan tingkat pengaduan kekerasan terbanyak.

% Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB
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Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sosialisasi yang
dilakukan memiliki dampak yang lebih signifikan dan bermakna bagi
masyarakat. Dengan menyasar langsung ke kelurahan, diharapkan pesan-
pesan yang disampaikan dalam sosialisasi lebih mudah di pahami dan

diterima oleh masyarakat. Sosialisasi di kelurahan ini juga memungkinkan

terciptanya ruanq.I )iqlr_]gl_@l,t]l llﬁm -'a'.n"j(i _f. ka un k berdiskusi serta

secara
51 terkait
diterima
asyarakat
ap kasus
emikian,
AN dapat
efektif.

an oleh
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3

Gambar 5. 2

Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota
Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak

Pemerintah F ata 1}'} kerasaiterhadap

bmpuan dan a mela elah  f€ndirikan

Idifbaga Pusat Pembelajaran Ke il (PUSAAGA) Kot@ll Padang.

SPAGA memiliki asus kekerasahlterhadap

berikan

an  hasil

A Kota

y, 5§

anda L Y . Jat De kut:

“PUSPAGA bersama DP3AP2KB Kota Padang melakukan
sosialisasi dalam bentuk edukasi dan memberikan pengetahuan
kepada masyarakat bahwa di Kota Padang terdapat suatu lembaga
bernama PUSPAGA. PUSPAGA memiliki tujuan sebagai pusat
pembelajaran keluarga dan masyarakat dapat datang kesini secara
gratis untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
itusendiri biasanya dalam bentuk konsultasi. Konsultasi ini yang
akan menjadi salah satu upaya dalam mengatasi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Orang tua memiliki titik kesabaran
masing-masing,orang tua yang sadar bahwa mereka membutuhkan
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konsultasi. Dengan dibantu oleh psikolog akan dijelaskan bagaimana

cara mendidik anak, tidak boleh dengan kekerasan”.%®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yolanda dapat dipahami
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PUSPAGA bersama DP3AP2KB

Kota Padang salah satunya mengadakan kegiatan sosialisasi yang

Masyarakat dapat — mglgunjungi

a miliki,

untuk
uk kasus
onsultasi
enangani

an akan

masalah

Emberikan

enggunakan kekerasan.
Dengan bantuan tenade ang kompeten, mereka akan
memberikan panduan dan strategi yang tepat untuk mendidik anak secara

positif dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai cara untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada.

% Wawancara dengan Yolanda Tri Utami selaku Konselor di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga
Kota Padang tanggal 1 Maret 2024 pukul 15:00 WIB
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Adanya PUSPAGA ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar
akan pentingnya mencari bantuan dan konsultasi ketika menghadapi
permasalahan, serta memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi yang
tepat dalam mendidik anak. Dengan demikian, maka terciptalah

lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak,

serta kasus tipf?khkikterﬁsw:kerr]a;ﬁ ;-)le{gTIoil r: (ﬁr%. ahak dapat diatasi.

Dilihat dari hasil wawancara dan data yang telah

lembaga

menjadi

a tercipta

enting dalam upaya pencegahan
terhadap munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kota Padang. Pada umumnya kekerasan sering terjadi pada ranah personal

yaitu lingkungan keluarga, sehingga dengan adanya PUSPAGA sebagai
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penyedia layanan bantuan dan konsultasi kepada masyarakat, terutama

para orang tua dalam mendidik anak tanpa kekerasan.

2. Upaya Kuratif

Berdasarkan definisi kuratif yang merujuk pada KBBI, kuratif

djgrtikan sebiglaksrgquél'@w{u fﬁ.-"“-?'ﬁg

_mengobati

“Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
kami melakukan koordinasi dengan dinas, lembaga,dan instansi
terkait. Contohnya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak
kami melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah dan
komite karena waktu anak-anak banyak dihabiskan di lingkungan
sekolah maka dalam bentuk pengawasan, edukasi dan konseling
ada di guru BK atau kepala sekolah secara umum. Apabila ada
kasus dimana anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan
sekolahnya maka kami akan melakukan koordinasi dengan dinas
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pendidikan untuk memindahkan anak tersebut.tidak hanya
melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kami juga
malakukan koordinasi dengan dinas sosial terhadap penanganan
korban kekerasan”.%’

Berdasarkan hasil wawancara dari Eri Sendjaya selaku kepala

dinas DP3AP2KB Kota Padang menujukkan bahwa dalam mengatasi

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melakukan koordinasi

melibatkan kerijz
tersebut
an dan

t:

! I. *merintah Brkolaborasi

dengan T g-upaya hukum yang bisa
didapatkan olef asyarakat==tari sisi hukumnya termasuk
mengenai kasus perdagangan orang. Untuk psikolognya kami
mendatangkan rumah sakit yang memiliki jam terbang tinggi
mengenai psikolog forensik, psikolog forensik ini digunakan

7 Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas tanggal 19 Februari 2024
pukul 10:00 WIB
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rekomendasi hasil review terhadap korban yang hasilnya

dipergunakan dalam pengadilan”.%®

Hasil wawancara dengan Suryani selaku Kepala bidang
perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak tersebut dapat
diketahui bahwa upaya kuratif yang dilakukan oleh pemerintah juga

berkolaborasi PPA (Perlindungan-Perempuan dan Anak) Polresta terkait

e ERaLLA

prasi  ini

erasan.

Polresta
ya-upaya

. Hal ini

Psikolog
Uark melakukan

="
evaluasi psikologl evaluasi tersebut keudian
dijadikan rekoendasi yang dapat berguna dalam proses pengadilan.

Dengan deikian, penanganan kasus kekerasan tidak hanya dari sisi hukum,

% Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB
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tetapi juga memperhatikan aspek psikologis korban untuk memastikan

bahwa kebutuhan korban terpenuhi.

Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan dinas terkait
seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan PPA Polresta

padang bertujuan untuk memberikan pendekatan yang holistik dalam

sl INERSITAS AN

Padang.
a akan
terbaik,

elayanan

Suryani

gan anak

#afang ke DP3AP2KB Kota
Padang kami menyediaka mpat khusus P2TP2A yang lebih
intens dan representatif dalam hal penanganan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Jadi jika kesini (DP3AP2KB) tidak
enutup kemungkinan untuk memberikan upaya-upaya awal, Kira-
kira kebutuhan korban seperti apa, kita dengarkan keluhan seperti
apa maunya dan Kkita emberikan solusi terbaik yang bisa diterima
oleh korban, apabila korban merasa puas maka akan habis di sini
(DP3AP2KB) nah, ketika butuh penanganan lebih lanjut boleh
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dikatakan kasus-kasus yang lebih berat maka membutuhkan tenaga
layanan khusus di P2TP2A”.%°

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa

pemerintah Kota Padang telah menyediakan tempat khusus P2TP2A yang

lebih intens dan representatif dalam melakukan penanganan terhadap

, seperti

alam dan

tingkat

komitmeén | pemg
korban kekerasan terhalfapperepua anak, mulai dari upaya awal

hingga penanganan yang lebih intensif.

% Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB
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Dilihat dari penjelasan telah dipaparkan sebelumnya, diketahui
bahwa pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya Kkuratif
dilakukan dalam 2 bentuk yaitu meningkatkan kerjasama dengan dinas,
lembaga, instansi terkait dalam melakukan penanganan korban kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan dilakukan lebih

e ETEEA e TR

Upaya kuratif untuk menangani kasus kekerasa

......

7qflang selama

tahun 2021.
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‘ 3 T (= ;

Gambar 5. 3 Upaya Kuratif yang Dilakukan oleh
Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

paya Rehabil&f Pe giDalam [Mengatasi

% r
asus Kekerasan Terhadap P an danjAnak

. Padang
d elibatkan
k . Fokus
darf* P8 pillitatif "iad AR, T goar mereka
dapat l;erln.l;al' e at, s:a'r;é- .memberdayakan

perempuan yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat kasus kekerasan

yang dialami.

Dalam kasus kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga,

korban sering kali merupakan istri yang mengalami ketidakadilan ekonomi
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akbiat perceraian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah
Kota Padang melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan
keterampilan seperti menjahit, merajut, menyulam dan menenun. Hasil
karya dari pelatinan tersebut dipamerkan dalam berbagai event dan

pameran pariwisata di Kota Padang, dengan harapan dapat memberikan

nilai ekononis padal Kb ey AN DA Az

Selain itu, untuk pemulihan dan pemberdayaan a korban

ami oleh korban.

mental
mereka
dapat piilih 'secs
membangun kehidupan™sa alk setelah mengalami trauma
kekerasan yang dialami. Berikut dokumentasi kegiatan rehabilitatif yang

telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang selama tahun 2021.
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Gambar 5. 4

Upaya Rehabilitatif yang Dilakukan oleh
Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan

dilakukan evaluasi erta arah yang dipilih untuk

mengetahui sejauh mana keberhasilan itu diperoleh.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan pemerintah selalu melibatkan
para lapisan masyarakat baik dinas pemerintah yang terkait maupun di luar

pemerintah. Setiap anggota di tuntut untuk mampu memberikan saran, ide,
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masukan agar kegiatan yang dilakukan selanjutnya dapat berjalan dengan
baik. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan biasanya pada minggu kedua
atau ketiga bulan Desember disertai dengan pembuatan laporan kinerja
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota
Padang. Hal ini disampaikan oleh Divisi Pelayanan dan Konsultasi di

P2TP2A yaitpLR:aﬁlln]qLIEa{atqfalnleélﬁme ci:a}f;: ES,

bagai berikut:

“Dalam melakukan kegiatan evaluasi keterlibatan palidl anggota
masih sangat kuranggli imjumlah kehadiran ddf§ masing-
AN setiap

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi jumlah kehadiran anggota

60 Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024
pukul 13:30 WIB

61 Wawancara dengan Decthree Ranti Putri selaku Advokat Publik di Kantor Lembaga Bantuan
Hukum Kota Padang tanggal 4 Maret 2024 pukul 10:15 WIB
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dalam rapat sangat kurang. Hal tersebut dapat peneliti jelaskan melalui

data temuan dan informasi yang didapatkan dari informan pada tabel

berikut:
Tabel 5. 7
Rincian rapat P2TP2A Kota Padang Tahun 2021
No Waktu Pembahasan Hasil Jumlah Anggota

yang Hadir

1. Mi - tntlﬂr.al\llt i ﬁeg)ar?ah'-

perempuan dan anak Kota
Padang Tahun 2021

. Rapat tim

2 i Koordinasi
stakeholders 8
Il stakeholders eksternal

a. Rapattim

& prasarana

b. Pemanfaatan sarana Tersedianya
prasarana sarana prasarana

4 Minggu | Advokasi dan pendampingan Pembentukan tim 30 Orang
Mei korban kekerasan perempuan advokasi dan

Minggu Il dananak pendampingan 39 Orang
Juni korban
a. Rapattim Draf SK

b. Konsultasi hukum Draf SK
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c. Penyusunan draf SK Draf SK

d. Penetapan SK SK tim
Minggu | Sosialisasi Layanan P2TP2A Terwujudnya 31 Orang
Juli Kota Padang pemahaman
layanan P2TP2A
a. Rapattim Materi Sosialisasi
b. Pelaksanaan sosialisasi  Terlaksananya
sosialisasi
Minggu | Monitoring u 5.3 sunan 22 Orang
Nove 3 2|'IIP213\"!- E]’al '3'-5"" qhn‘]u
Mingg . g

Berdasarkan tabel 5.7 terli i pada saat
agenda

sedikit.

ah jumlah

peneliti

yang hadir masih tergolong sedikit.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu strategi dalam mengatasi kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang ditentukan oleh

pembelajaran yang diperoleh dari evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk
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menganalisis pencapaian dan arah yang dipilih, serta untuk
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap langkah yang
diambil. Pemerintah Kota Padang melaksanakan evaluasi dengan
melibatkan berbagai pihak, baik dari dinas pemerintah, maupun lapisan

masyarakat diluar pemerintah. Setiap anggota diminta untuk memberikan

masukan daq saran 19:1_ #eg_lrltm)‘? ql._'ﬁi datang dapat ditingkatkan.

m mengatasi kasus kekeraSarite namun,

u ditingkatkan partisipasisangg g\aluasi i sarana
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Tabel 5. 8
Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan di Kota Padang

No Indikator Uraian

1 Tujuan Pemerintah Kota Padang telah memiliki tujuan yang jelas dalam
mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. tujuan ini
berkaitan dengan visi dan misi pemerintah Kota Padang yaitu untuk
mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan,
perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.

(Sudah tercapai)
2 Lingkung Dalam mengatdsi kaa!gé'-l{elte.ﬂi_ba : : ap_dap _anak, pada

dikator lingkungan " penga |ya|tu

3 Arah an m i SIBEkerasan
: pordinasi
. Hal ini

4 Aksi i kasus

‘ yanan pengelolaan kasus

dan pengumpUrs Fsurat menyurat)

3. Upaya Rehabilitatif (melakukan kegiatan pemberdayaan melalui
pelatihan keterampilan dan peningkatan kreativitas anak)
(Sudah tercapai)

5 Pembelajaran Adanya kegiatan evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah
dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
melibatkan berbagai instansi pemerintah maunpun intasi yang berada
diluar pemerintahan. Namun kegiatan evaluasi ini, anggota yang hadir
masih tergolong sedikit.

(Belum tercapai)
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

masyarakat. Seringkali korbaf i untuk mau melaporkan kasus
tersebut kepada pihak berwenang sehingga hal ini menjadi hambatan pemerintah
dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. kedua, faktor
internal berkaitan dengan aspek yang ada pada pemerintah itu sendiri, yang mana

pemerintah yang dimaksud disini ialah DP3AP2KB. Dalam mengatasi kasus
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kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas masih belum optimal dikarenakan

adanya keterbatasan Sumberdaya manusia (pegawai), dan anggaran.

Selanjutnya indikator pengarahan, pengarahan yang dilakukan oleh

pemerintah khususnya kepada lembaga yang tergabung dalam jaringan kemitraan

dengan pemerintah telah menunjukkan keordinasi yang baik. Hal itu dibuktikan

‘erli"BalaI'f: I- I o . palam il kegiatan

tor aksi,

PPPA RI yang didalamRfyayn al” updyal preventif,

Terakhir

ipi  pada

evaluasi
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6.2  Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan
sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada pemerintah,
masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang yaitu:

grinta | |"'!."'-| I-;'l."'-.-'l."-.ll_:ll.'lII A

Sarana

empuan,

erencana

ratif dan

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus
kekerasan dan mendukung korban untuk berani melaporkan ke pihak

berwenang.
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b. Mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dengan
memberikan pendidikan dan sosiaisasi serta mengedukasi mengenai upaya

preventif, kuratif dan rehabilitatif.

6.2.3 Peneliti selanjutnya

a. Melakukan penelitian lebih Ian_jut untuk mendalami dampak dari

g s mbért daya Srhante, prasarana
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Nama :  Restri Ridha Illahi Ahmad
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Alamat :  Kubang Duo Koto Panjang
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Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2020-2022
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Lokasi : Dinas Sosial
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi
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Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:
1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Departemen
3. Dosen Pembimbing
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4. Mahasiswa yang '8
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PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmptsp.pad il.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 070.8300/DPMPTSP-PP/X/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan
mempelajari :

1 Dasar :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Surat dari Universitas Andalas Nomor : B/2878/UN16.08.WDI/PT.01.04/2023;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 26 Oktober 2023

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar
Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : Restri Ridha Illahi Ahmad

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 03 November 2002

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Koto Panjang Jorong Kubang Duo Koto Panjang

Nomor Handphone : 081213018817

Maksud Penelitian : Survey Awal

Lama Penelitian : 26 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023

Judul Penelitian : Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di
Kota Padang

Tempat Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang
Anggota )

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan
keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian

Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 sel beraktifitas di lokasi Penelitian

. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik
Kota Padang

Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan
sendirinya.

N =

W

'y

o

Padang, 26 Oktober 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SWESTI FANLONI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.|
NIP. 19791018 199810 2 001

Tembusan :

1 Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Andalas
2. Kepala Kantor Kesbangpo! Kota Padang

* Dokumen mi Telah ditandatangai secara clektronik menggukan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5
Ayal 1 yang berbuny *Informas} elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah*
* Undub veryds BSRe di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian DP3AP2KB
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Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id
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